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KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 342 ayat 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan .Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang KRencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Tahun
2021-2026, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-
2026;

Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 1950  tentang
PembentukanDaerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran  NegaraRepublik Indonesia  Nomor  4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ([Lembaran Negara
REepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebapaimana telah diubah beberapa kah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat [ Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara REepublik Indonesia
Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pernbangunan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelengegaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masvarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828};

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nemor 3 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83];

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008
MNomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
13);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJFD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 43},

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomer 13 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota
Semarang [Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
48);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW) Kota Semarang
Tahun 2011 —= 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 61]);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor ¥ Tahun 2014
tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
92);
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota
Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 98);

Peraturan Daerah Kota Semarang MNomor 7 Tahun 2015
tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
114).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor & Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Kota
Semarang; dan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kega Dinas Sosial
Kota Semarang,

MEMUTUSKAN:

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 202 1-2026;

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Sosial Kota Semarang;

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026
asebagai pedoman dan penentu arah bagi Dinas Sosial Kota
Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;




KEEMPAT

Eencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala
Dinas Sosial Kota Semarang ini dan merupakan bhagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang
ini.

Datetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2021
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang.

Terselenggaranya tata kelola Kepemenntahan yang baik (good governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masvarakat guna
mencapal tujiian bemegara sebagaimana dhamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (LIUD 1945). Dalam rangka 1tu diperlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, transparan, dan legitimate,
schingga penvelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertangguny jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Mepotisme (KKN), Salah satu tolok ukurnya adalah perencanaan yang Transparan,
Sistematis, Efektf dan Efisien.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan penataan Organisasi
Perangkat Daerah (OFD) Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang terbam
menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah {OPD) menjadi Dinas Sosial Kota Semarang dan
Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang. Sesuai Peraturan Daerah Kola Semarang
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kera
Orpanisasi Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68
Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kega Dinas Sosial Kota
Semarang, memiliki kewenangan yang menangani permasalahan-permasalahan sosial di
Kota Semarang,

Dinas Sosial Kota Semarang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di lingkungan Pemerintah Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
memandang perfu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk perencanaan
strategis jangka menengah 5 (lima) tahun yaitu Rencana Stratcgis (Renstra). Renstra yang
mengeambarkan tujuan, strategi, kebijakan program dan indikasi kegiatan Dinas Sesial Kota
Semarang Tahun 2021-2026, Sebagai perencanaan strategis, Renstra berfungsi sebagai
dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesual dengan lugas dan fungsi Dinas
Sosial dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPIMD]
Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum.
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota
Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagar benkut |

Reravivn Plings Sosial Kot Sevmanang Talvan S22 = ].-_.—
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Undang-undang Nomaor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dasrah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah [stimewa Yogyakarta.

Lindang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundanpgan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial.
Uindang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Undang-undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sehagmimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesiz Momor @ Tahun 2015 Temtang Perubahan Kedun Atas
Lindang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemenintahan Dasrah.
Peraturan Pemerintzh Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan
Sosial bag Fakir Miskin.

Paeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatsn
di Wilayah Kabupaien Daerah Tingkat 11 Purbalingga, Cilacap, Wonogiri,
Jepara dan Kendal seria Penataan Kecamatan di Wilayah Kota madya Daerah
Tingkat 11 Semarang dalam Wilavah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89,

Peraturan Pemenniah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerash  Provinsi  dan
Pemerintzhan Dacrah Kabupaten®ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741,

Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 ilentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penycbarluasan Peraturan Perundang-
undangan.

Keputusan Menteri Sosial Nomor B4/HUK/1997 tentang  Pelaksanaan
Pemberign Bantuan Sogisl bapi Keluarga Fakir Miskin

Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin,

Kensirs Dhnas Sosiad Keda Sernarang Tidurr 20212006 - E-
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Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Momor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidanp
Sostal di Daerah Provins: dan di Daerah Kabupaten/Kota,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemenntah pasal 111 tentang penyusunan Rancangan Awal Renstra
Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomaor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota
Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomeor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Momaor 15, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Semarang
Nomor 22).

Peraturan Daerah Kota Semarang NMomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Tahun 2021-2026.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang,

Peraturan Walikota Semarang Momeor 60 Tahun 2008 tentang Orgamsas: dan
Tata Kerja UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang,

1.3  Maksud dan Tujusn
Penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra} Dinas Sosial Kota Semarang Tahun
2021-2026 i disusun dengan maksed untuk |

Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam
mencapai tujuan organisasi selama lima tahun ke depan.
Guna mewwgudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang secara

berkesinambungan dalam urusan sosial

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota
Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut .

[

Untuk menetapkan priorites program dan kegiatan yang strategis bagr Dinas
Sosial Kota Semarang selama lima tahun ke depan melalu sumber pembiavaan

APBD Kota Semarang,
Scbagm pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menyusun Rencana

Kerja (Renja) periode 2021-2026.
Sebagai tolok ukur mencapai tujuan Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang,

Fensra Phinas Soel Kot Sernarang Tdiun S08-505F = 3'_




4. Sebagai pedoman mencapal tujuan dalam visi misi lima tahun kedepan.

1.4  Sistematika Penyusunan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota
Semarang Tahun 202 1-2026 adalah schagai berikut

1 Bab 1

2. Bab 1

3, Bab I

4 Bab IV

5. Bab V

6. Bab VI
Bab VI
Bab VI

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

Gambaran Pelavanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

22  Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Diaerah

24 Tantangan dan Peluang Penpembangan Pelayanan
Perangkat Draerah

Permasalahan dan lsu-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih

33 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup
Lingkungan Strategis

3.5 Penentuan lsu-isu Strategis

36 Isu Gender

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

51 Stratem

5.2 Arah Kebijakan

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Kinerja Penyelenggara Bidang Uresan

Penutup.

Renstra Phinas Sosial Kota Sermacame Ty S027-5056 -4




BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Peranghat Dacrah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Orgamsasi Perangkat Dacrah Kota
Semarang, kedudukan Dinas Sosial Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana

penyelenggaraan pemenniah dacrah vang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan Peraturan
Walikota Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Sosial Kota Semarang pasal 4 dan 5 discbutkan bahwa

A. Tugas Pokok.
Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membanty Walikota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan dacrah dan tugas

pembantuan vang ditugaskan kepada daerah.

B. Fungsi.
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Semarang
mempunyal fungsi :

Perumusan  kebijakan Bidang Pemberdayasn  Sosal,  Bidang
Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang
Penanganan Fakir Miskin.

Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota,
Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan
kegiatan sckretariatan, Bidang Pemberdaysan Sosial, Bidang
Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan
Bidang Penanganan Fakir Miskin

Penvelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung
jawabnya.

Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai,

Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang
Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang
Penanganan Fakir Miskin.
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7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial,

Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial,
Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
Bidang Penanganan Fakir Miskin,

9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.

10,  Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang
Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin,

11, Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkant dengan
tugas dan fungsinya,

Drart uratan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang diatas dapat
dhuraikan sebagar berikut
1.  Kepala Dinas.

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas
merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan.membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan lungsi Dinas
Sosial;

2, Sekretaris,

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretans berkedudukan dibawah
dan beranggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dengan tugas
merencanakan, mengkoordinasikan dan  mensmkromsasikan, membina,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial,
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sostal, dan Bidang Penanganan Fakir
Miskin, Sekretariat terdiri 3 Sub Bagian dan masing-masing dipimpm oleh
seorang Kasubag yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris, terdin atas:

a  Swbbagian Perencanzan dan Evaluasi, dipimpin oleh

Seorang Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut |

1}  Menviapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anpgaran Subbagan Perencanaan dan Evaluas.

2} Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.

3)  menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagan

Perencanasn dan Evaluasi.
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4)

3)

&)

7)

&)

%)

10

11}

12)

13}

14)

Menyiapkan Kkegiatan Penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan,
Menyiapkan kegiatan koordinasi dan venfikasi penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial

Menviapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans
Pemerintah Dinas Sosial,

Menviapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan
Feterangan Pertangpungiawaban Walikoda,

Menviapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah

Menviapkan kegiatan penyusunan data dan informasi
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan  pertanggung
jawaban tekmis keuangan Subbagian Perencanasan dan
Evaluasi.

Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup
langgungjawabnya

Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Subbagan Perencanaan dan Evaluasi.

Menyiapkan kegiatan penyusunan  laporan  kegiatan
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh

pimpinan sesual tugas dan fungsinya,

b.  Subbagian Keuangan dan Aset, dipimpm olch Seorang
Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut |

1)

2)
3)

4)

5)

&)

Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan
Angearan Subbagian Kevangan dan Asel.

Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.

Menyiapksn kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian
Keuangan dan Aset.

Menyiapkan kegiatan penyusunan Dafiar Pelaksanaan
Anggaran Dinas Sosial.

Menviapkan kematan pengelolaan dan penatausahaan
keuangan Dinas Sosial.

Menyiapkan pengelolazn gaji dan tunjangan di lingkungan

[Dinas Sosial,
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7]

8]

?)

10}

11}

12}

13)

Melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan
barang inventars.

Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi
Subbagian Keuangan dan Aset,

Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban
teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset
Menyiapkan penilaman kinega pegawal dalam  lhingkup
langgungjawabnya.

Menyiapkan monitonng dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Subbagian Keuangan dan Aset.

Menviapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Subbagian Keuvangan dan Aset.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberkan oleh
pimpinan sesual tugas dan fungsinya

¢} Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Seorang
Kepala Subbagian dengan tugas sebaga berikut

1)

2)
3)

4)

3)

&)

7

Y

9)

Menyiapkan kegiatan penvusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran SubbagianUmum dan Kepegawaian,
Menviapkan pelaksanasan koordinasi,

Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian
Umum dan Kepegawaian,

Menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan,
kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan
Dinas Sosial

Menyiapkan kepiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Dava Air dan Listrik Dinas Sosial.

Menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan
rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Dinas Sosial,
Menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor,
barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana
kantor.

Menyiapkan pengelolaan kepepawaian di lingkungan Dinas
Sosial.

Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas

Sosial.
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10}

11)

12}

13}

i4)

15)

16)

17}

Menyiapkan pengelolazn sistem informasi dan komumikass
Dinas Sosial

Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi
Subbagian Umum dan Kepegawaian,

Menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi Dinas
Sostal.

Menviapkan kegiatan pengelolaan dan  pertanggung
jawaban teknis  keuvangan Subbagian Umum  dan
Kepegawalan.

Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup
tanggungjawabnya

Menyiapkan monitoring dan cvaluasi pelaksanaan kegiatan
Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Menyiapkan kegatan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian,
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh

punpinan sesual tugas dan fungsimya.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

Pemberdayvaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi

Pemberdayaan Potensi Sumber Kesgjahteraan Sosial, Seksi Pengelolaan
Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiskawanan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan
masing-masing Scksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan beranggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,

terdin atas

a  Seksi Pemberdavaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial,

dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut

1)

2)

3)
4)

Pembinaan dan pengembangan profesi Pekerja Sosial dan
Penyuluh sosial.

Pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
Pembinaan dan pengembangan Karang Taruna

Pembinaan dan pengembangan Lembega Kesejahteraan
Sosial.
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3)

&)
T

%)
)
10}
11}
12)

13)

14}

Pembinaan dan pengembangan Wamita Pimpinan
Kesejahteraan Sosial.

Fasilitasi tanggung jawab sosial dunia usaha.

Fasilitasi Wahana  Kesejahteraan  Sosial  berbasis
Masyvarakat

Pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Profesional.
Pembinaan dan pengembangan Sakti Pekerja Sosial.
Pembinaan dan pengembangan Taruna Sigga Bencana,
Pembinaan dan pengembangan petugas Penyuluh Sosial
Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kesejahieraan
S041al Kecamatan.

Pembinaan dan pengembangan Lembaga Konsultas
Kesejahteraan Keluarga.

Penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial,

b.  Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahieraan Sosial,
dipimpin seorang Kepala Scksi dengan tugas sebagai berikut -

1)
2)
3)
4)
3)
&)

)

Kajian potensi hibah dan bantuan sosial.

Pelavanan 1zin pengumpuian sumbangan bantuan sosial,
Verifikasi pengajuan dana hibah dan bantean sosial.
Penpelolaan dana hibah dan bantuan sosial

Penyuluhan sosial masyarakat.

Monitoring dan evaluasi pengeunaan dan pemanfaatan dana
hibah dan bantuan sosial,

Penvusunan data dan informasi Seksi Pengelolaan Sumber
Dana Bantuzn Sosial

¢ Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial,
dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas schagm berikut |

)

3)

4)
)

Pengusulan penghargaan  Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan Sosial.

Pengusulan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan
perintis kemerdekaan.

Pelestarian  nilai-nilai kepahlawanan, kepenntisan, dan
kesetiakawanan sosial,

Pelaksanaan restorasi sosial; catatan can penjelasannya
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
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&)

7)

Pengelolaan makam pendin dan tokoh yang berjasa bag
Pemeriniah Kota Semarang.
Penyusunan data dan informasi Seksi Kepahlawanan,

Kepenntisan, Kesetiakawanan Sosial.

4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial mempunyai fugas merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan serta meéngevaluasi tugas Seks
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan
Perdagangan Orang. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-
masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berkedudukan
dibawah dan beranggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

terdin atas:

a,  Secksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dipimpin
scorang Kepala Scks dengan tugas sebagai berikut

1}
2)

3)

4)

3)
&}

Rehabilitasi anak dan lanjut usia Korban tindak kekerasan
Rehabilitasi anak nakal, anak terlantar, anak jalanan dan
anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pemanganan permasalahan sosial anak dan lanjut usia pasca
razia.

Fasilitasi jaminan sosial anak yvang baru lahir dan keluarga
miskin

Fasilitasi lanjut usia potensial di luar panti,

Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosal
Anak dan Lanjut Usia,

b Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dipimpin
seorang Kepala Scksi dengan tugas sebagai benkut |

1)

2}

3)

4]
5)

Rehabilitasi  Penyandang  Disabilitas Korban tindak
kekerasan,

Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang memerlukan
perlindungan khusus,

Penanganan permasalaban sosial Penyandang Disabilitas
pasca Tazia.

Fasilitasi jaminan sosial Penyandang Disabilitas.
Pemberdavaan kaum Disabilitas,
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&)

Penyusuman dats dan informasi Seksi Rehabilitasi Sogial
Penyvandang Thsabilitas;

c.  Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan

Orang, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai
berikut :

1
2}
3)
4)

3)

6)

7)

Rehabilitasi Tuna Sosial

Rehabilitasi WNI Migran Bermasalah Sosial.

Rehatulitasi Korban Perdagangan Orang.

Rehabilitasi Pengemis Gelandangan, pemulung dan Orang
terlantar pasca razia

Pelavanan rckomendasi razia tuna sosial, Pengemis,
Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar.
Pemberdayaan pasca rchabilitasi bagi kaum Tuna Sosial,
Pegemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar dan
korban Perdaganpan Orang.

Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial
Keluarga.  Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi 3 Sekst dan
masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial, terdin atas:
a  Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dipimpin
seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut |

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Perlindungan sosial korban akibat bencana alam,
Pemberian santunan akibal bencana alam.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap
kesiapsiagaan bencana.

Mitigasi penanganan korban bencana alam.

Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam
Kemitraan perlindungan sosial korban bencana alam.
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7)
&)

Penpelolaan logistik korban bencana alam:
Penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam,

b.  Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dipimpin
seorang Kepala Scksi dengan tugas sehagal benkut

1)

2)
3

4)

5)

fr)

7)

8)

)

¢}

11}

Pencepahan dan penanpganan korban bencana sosial,
termasuk di dalamnya bencana politik dan ekonom
Perlindungan korban konflik SARA

Perlindungan korban konflik antar wilayah'kelompok
masyarakat

Perlindungan sosial korban akibat penggusuran dan
kebakaran.

Perlindungan sosial korban akibat bencana sosial fermasuk
bencana politik dan ekonomi.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap
kesiapsiagaan bencana sosial termasuk bencana polink dan
ekonomi.

Mitigasi penanganan korban bencana sosial

Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana sosial
termasuk bencana politik dan ekonomi.

Kemitraan perlindungan sosial korban bencana sosial
termasuk beneana politik dan ekonomi,

Pengelolaan logistik korban bencana sosial termasuk
bencana politik dan ekonomi.

Penvusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial
Korban Bencana Sosial,

¢, Seksi Jaminan Sosial Keluarga, dipimpin seorang Kepala Seksi
dengan tugas sebagai berkut

1)
2}
3)

4)

Fasilitasi jaminan sosial kepada warga miskin,

Fasilitasi jaminan sosial kepada pekerja sosial non formal.
Fasilitasi jaminan sosial bagi masyarakat yang dalam
keadaan tidak stabi] atau rentan,

Penyusunan data dan informasi Seksi Jaminan Sosial

Keluarga.
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f.  Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
Bidang Penanganan Fakir Miskin, dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyvan tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan  mengendalikan  serta
mengevaluasi tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Seksi Pengolahan Data Kemniskinan.
Bidang Penanganan Fakir Miskin dibagi 3 Seksi dan masing-masing Scksi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdin
atas:
a.  Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, dipimpin
seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai benkut
1) Pembinaan penduduk miskin di wilayah rentan (Daerah
Pesisir, Pinggiran Hutan dan Sungai, Rel KA, Daemah
perbatasan  antar kota, Eks daerah Komunitas Adat
Terpencil.
2}  Pemberian bantuan dan pemberdavaan fakir maskin di
Daerah Rentan,
3) Penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Fakir
Miskin Daerah Rentan
b, Scksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, dipimpin seorang
Kepala Scksi dengan tugas sebagai berikut |
1) Pembinaan dan penanganan fakir miskin di  wilayah

perkotaan.

2}  Pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di
Perkotaan,

3)  Penyusunan data dan informasi Sekst Penanganan Fakir
Miskin Perkotaan.

¢.  Seksi Pengolahan Data Kemiskinan, dipimpin scorang Kepala

Seksi dengan tugas schagai berkut :

1} Pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Warga
Miskin.

2} Fasilitasi bantuan beras untuk kesgjahteraan rakyat

3)  Pengelolaan data Penerima Bantuan luran.

4) Pengelolaan data Karu Jaminan Sosial Kesejahtcraan
Warga Miskin.

5)  Penyusunan data dan informasi Seksi Pengolahan Data
Eemiskinan.
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7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among

4

Jiwo

a.  Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Rehabilitasi
Sosial Among Jiwo adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional Dinas Sosial di bidang pengelolaan Balai Rehabilitas:

Sosial.
b.  Fungsi:

1} Perencanaan propram, kepiatan dan angpgaran.

2y Pendistribusian tugas kepada bawahan,

3)  Pemberan petunjuk kepada bawahan

4) Penyeliaan tugas bawahan dalam hngkup tanggung
Jjawabnya,

5)  Pelaksanaan kematan penvusunan Sasaran Kera Pegawai;

6)  Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lamnya
dan instansi terkait atas perintah pimpinan,

7)  Pelaksanaan  penyusunan  pedoman  pengelolaan  Balai
Rehabilitasi Sosial.

%)  Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan
sarana Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo,

9)  Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional
pelayvanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPRS)
atau Pemerlu Pelavanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
antara lain gelandangan pengemis,orang terlantar dan sakil
wa

107  Pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelavan,

11} Pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan dan
rehabilitasi  sosial  terhadap Pemerlu  Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Pemerle Pelavanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain gelandangan,
pengemis, orang terlantar dan sakit jiwa,

12) Pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut,

13) Pelaksanaan pemeliharaan prasaran dan sarana UPTD Balai
Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.

14) Pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan  pelaporan
pelaksanaan pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial,

15) Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan

informasi di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
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I6) Pelaksanaan kegiatan penpelolaan dan  peranggung
jawaban kevangan di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial
Among Jiwo

17) Pelaksanaan penilman kinerja pegawai dalam lingkup
tanggungjawabnya.

i8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan.

19} Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan.

20) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diberikan oleh

pimpinan sesual tugas dan fungsinya

Dan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Dacrah (UPTD) Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo dapat diuraikan
sebagai berikul |
g Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Hehabilitasi Sosial

Among Jiwo, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana

Teknis Daerah Balai Rehabilitazi Sosial Among Jiwo mempuny

tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun
kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan sera
mengevaluasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah

Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo,

b, Sub Bagian Tata Usaha, dipimpim oleh secrang Kasub Bag Tata
Lisaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluas: ketatausahaun
di Unit Pelaksana Teknis Dacrah Balai Rehabilitasi Sostal Among
Jiwo,

C. Bagan Organisasi.

Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan Persturan Walikola Semarang
Nomor 6% Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, sebagal berkot ©

Kepala Dinas,

b.  Sekretanat, terdiri dari

1y Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

2]  Sub Bagian Keuangan dan Asct.

3} Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

c.  Bidang Pemberdayan Sosial, terdin atas :
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17 Scksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kessjahteraan Sosial.

2] Scksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial,

3)  Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.
d.  Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :

17 Seksi Rehabilitas: Sosial Anak dan Lanjut Usia,

21 Seksi Rehabilitasi Sosial Penyvandang Disabilitas,

31 Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang
¢, Bidang Perlindungan, dan Jaminan Sosial, terdin dari .

1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam,

2} Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

3)  Seksi Perlindungan Sosial Keluarga.
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdin atas

17 Seksi Penanganan Fakir Miskin Dacrah Rentan.

2} Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan.

3)  Seksi Pengolahan Data Kemiskinan,
g2 Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo,
h.  Kelompok Jabatan Fungsional.

{ Bapan Organisasi Dinas Sosial terlampir)
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2.2,

Sumber Daya Peranpkat Daerah.

A.

Kepegawaian,

Jumlah personil ASN yang ada di Dinas Sosial Kola Semarang per tanggal 2
Agustus 2021 sebanyak 40 orang, Staf Non ASN sebanyak 56 orang dan Relawan

Sosial sebanvak 748 orang dengan komposisi sebagan berikut :

%

Menurut Jenis Kelamin ;

| Jenis Kelamin
e, ;e Laki-laki | Perempuan -
1 2 ‘3 4 5
1 | ASN 19 21 40
2 | StafNon ASN 25 31 56
3 | Relawan Sosial 300 M8 748
2. Menurut Golongan
No | Golongan Jumlah
L K |
1 |I -
2 |11 T
3 (m - AR
4 |1V 6
5 | Staf Non ASN 56
& | Relawan Sosial 748
TESK : 14 orang |
PSM 177 orang
Karang Taruna : 193 orang
Tagana - 86 orang
Pendamping PKH 98 orang
Pordam : 177 orang |l
Peksos : 3 orang
|_ Jumlah K44
3. Menurut Tingkat Pendidikan Formial:
Tingkat Pendidikan
Ho sk AT T I T
1 i 3 4 5 (2 7 ] 9
1 | ASN - 7 El 21 8 40
2 | Non ASN 2 IR ' | 30 . 56
3 | Relawan Sosial ; 748

Wenpetrn Plias Sowisd Ko Sermarany Tabn 20802085




4. Menurut Tingkat Pendidikan Struktural |

Mo Jenis Jabatan/Eselon Jumlah
& 2 3
l iklat Pim Tk. | o
2 | Dikiat Pim Tk. 11 |
3 | Diklat Pim. Tk, 111 2
4 | Diklat Pim Tk IV (ADUM) 1

5 Menurut Jabatan/Esslon ;

:- No . Jenis Jabatan/Eselon Jumlah

I 2 1

| | Kepala Dinas/1LB 1

2 | SckretansTILA -

3 | Kepala Bidang/111. B 2

4 [ Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/IV.A 12

5 | Kepala Sub Bagian pada UPTDVIV.B |

i | Htaf Jabatan Fungsional Umum 22
7| Staf Jabatan Fungsional Tertentu 2

8 | StafNon ASN 56

B. PERLENGKAPAN.
Perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial antara lain

bangunan fisik berupa Kantor yang menempati Gedung I} Pemerintah Kota Semarang

J1 Pemuda 148 Semarang. Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial

Kota Semarang untuk menunjang kegiatan operasional pelaksanaan tugas kedinasan,

sebagai berikut -
. Gedung
" Tahun 4
. No Jenis Barang/™Nama Barang P e Luﬂ1
2 | Tanah Bangunan Kantor UPTD Among 1993 791 m*
Jiwo, JI. Beringin Putih Kec. Ngalivan
Kota Semarang
3 | Tanah Bangunan Rumah Autis 2020

J1. Durian Banyumanik Semarang

Repetra Diras Sosts! Kot Seosarang Talun 20213080




2. Kendaraan Dinas.
E Ruila 2 Ruila 4
No Uraian Kondisi Kondisi
B rr kB "™ [ B [RR[RB
1 z g ) 5 b i !, 1]
1 | Kendaraan Jabatan 0 1] i 2 0 i
2 | Kendaraan Operasional | 29 | 15 | 14 | 0 [ 10 [ 1 | 1w | 0
3. Perlengkapan Kantor,
Kondisi
Mo Uraian Jumlah B RR RE
1 2 3 4 5 L3
1| Filing Kabinet 58 2 | 26 -
2 | Cash box 5 E 5 -
3 | Brankas p ! - 2
4 | Meja Kerja 17 . 17
3 | Kipas Angin 26 & 10 -
6 | Dispenser 32 10 19 3
7 | Komputer PC 51 43 47 [
£ | Laptop 21 15 4 3
9 | Server (Data Base) 1 - - 1
10 | Peralatan janngan/swicth | = - 1
11 | Prnter 77 34 42 |
12 | Kursi Kerja 6 5 - e
13 | Camera Digital = 4 4 . R
14 | Mesin Keuk o S - 4
|15 | Meja Side Desk | - | =
15 | White bosrd 4 - 1 -
17 | AC Spin_ 23 4 9 -
18 | Al absensi 2 I 1 -
19 | Spund sysiem 1 1 = -
20 | Meja kerga Eselon 11 2 I 1 -
21| Mcja kerja Eselon 111 | - [ -
22 | Meja kerja Eselon IV 15 B T .
23 | Meja kerja staf 102 3 48 s
24 | Meja komputer 5 - 3 -
25 | Meja ' biro 7 - 7 -
26 | Almari Buku/Arsip L . i -
27 | Kursi putar o - b4 -
28 | Kursi tumpuk 30 : 27 3
29 | Kursi kerja staf 17 17 - -
| 30 | Kursi rapat i6 B % -
31| Kursi hadap I - I -
32 | Kursi staf 7 7 - -
33 | Kursi tunggu tamu 3 1 2 -
34 | Almari 2 pintu 7 - 7 -
35 | Almari kaca 18 10 & i
36 | Almari arsip kaca 1 - 1 -
37 | Tabung Pemadam Kebakaran 11} - - 10
3R | Papan Nama Among Jiwe 1 s 1 %
39 | Papan informasi 1 - 1 .
40 | Mesin cuci 2 - 2 -
41 | Raning Tax I - - |
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2.3. Kinerja Pelayvanan Peranghkat Daerah.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi dalam mencapal twjuan dan sasarannva, Biasanya, indikator
kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang
diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan,
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan mformasi kinerja yang mamberikan indikasi
vang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengelahan data kinerja yang memada,
maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah
pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama

periode aktivitasnya.

l.
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Penctapan indikator Dinas Sosial Kota Semarang ditunjukkan untuk memberikan

gambaran ukuran keberhasilan pencapatan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang, vang

secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksansan urusan Dinas
Sosial di Kota Semarang

Prestasi Dinas sosial Kota Semarang lima tahun ke depan dapat dipambarkan dan

ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif vang mencerminkan gambaran capaian indikator

kinerja program (out come'hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka
menengah dan mdikator kegiatan (Out putkeluaran).

Pada tahun 2021 merupakan tahun terakhir implemeniasi Rencana Strategis Dinas

Sosial Koia Semarang, Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kota berupa capaian pelaksanaan

program dan kegiatan sebagai berikut

1,

]

Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penvandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial,

Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
{PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ATDS dan WAPZA di Luar Panti Sosial.
Melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan
TPD (Tim Penjangkavan Dinas Sosial) dalam pembinaan atau penjangkauan
terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik dan lanjut usia terlantar.
Dimana vang terjaring penjangkauan diberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial
di UPTD Among Jiwo.

Pemberian bantuan sosial permakanan bagi warga pantiyayasan pengasuhan
anak dan beberapa vasasan/panti jompo berupa pemberian tambahan gizi
(permakanan) bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) vang memenub
kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Adapun jumlah panti/vayasan binaan
di Kota Semarang sebanvak 123 (seratus dua puluh tiga) pant yang seluruhnya
merupakan panti/yayasan vang dikelola secara mandin oleh masyarakat vang
peduli terhadap permasalahan sosial di Kota Semarang

Pemberian bantuan permakanan kepada warga Kota Semarang vang tidak
mampu untuk memenuhi kebutuhan dasamya sebanyak 3.71 8 jiwa.
Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai-nilai sejarah setiap tahun berupa
peringatan hari-hari bersejarah yaitu Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lahir
Pancasila, Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Hari Pahlawan di setiap
tahunnva,

Hrrstra Pinses Soviad Ko Somverang Taln F020- 5056 -2 -




I3

Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana alam dan sosial pada seat
dan setelah tanggap darurat bencana di Kota Semarang

Melaksanakan fasilitasi penjangkauan berupa pendampingan kepada penderita
atau cks penderita dan atau keluarga psikotik yang dilaksanakan atas kerjasama
dengan TKSK, Pekerja Sosial Masvarakat (PSM) dan Dinas EKeschatan sera
Puskesmas.

Melaksanakan Program Keloarga Harapan (PKH) sebanyak 24,588 KK, sampai
dengan tahun 2021 jumlah SDM PKH sebanyak 101 omang, terdin dan
Koordinator Kota 1 orang, Operator 2 orang dan pendamping PKH sebanyak 98
orang;

Pembinaan dan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) bersama tim
terpadu penanggulangan bencana dan fasilitasi kegiatan/simulasi pengamanan
diri terhadap resiko bencana alam dan kebakaran dengan sasaran kepiatan
sekolah/pelajar,

Pembinaan dan Pemberdavaan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) bersama
tim terpadu penanggulangan bencana sosial dan fasilitasi kegiatan terhadap
resiko bencana sosial dengan sasaran kegiatan kelompok masyarakat di wilayah
vang beresiko tingg tenadi gesekan antar kelompok masyvarakat di kota
Semarang.

Pembinaan dan Pemberdayvaan Sumber dan Potens: Kesgjateraan lainnya dalam
rangka ikul serta dalam penyelesaian permasalahan sosial yang ada di
masyarakat.

Pemberian bantuan alat banto bagn warga disabilitas vang membuiuhkan sesual
surat permohonan dan atau mendapat rekomendas: dan kelurahan dan

puskesmas.
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Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaiaan Kinerja tahun scbelumnya serta
indikator kinega Dinas Sosial Kota Semarang vang termuat di REJMD, maka secara rinei
indikator Kinerja untuk lima tahun ke depan 2021-2026 berdasarkan RPIMD dapat diurnikan
pada tabel berikut

Tabel 23,3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Semarang
Misi 1 Tujuan 2

: Kinerja

. Inalikntor Indikator |5 Renliznzi Turget p::iI::-rde

Tujuan Tujusn Sasaran Kinerja aluan periode
020 | 2021 | 2022 | 2003 | 2024 | 2008 | 2026 | 2006

Misi 1 : Meningkation Kualitas dan Kapasitas Sumber Dayn Muanusin Yang Unggul dan Produktif untuk Mescapai Kesejahteraan

dan Keadilan Sasial I TS5
Terwujudnys | 7 450 | 400- | 400- | 3.95. | 3.90- | 3,85- | 385
Pemergtagn | *kn Kemiskinan Persen| 4.5 | 650 | 432 | 430 | 425 | 420 | 405 [ 45
Kesejahternan Perseminse
Menununeva 6, 10| 15,80- | 15,50 [ 15.20- [ 1490 | 1460 | 14,60
Nerraraknt anka kemiskingn | Pk | Persen | 16,13 | 4o | 16 10 | 1580 | 1530 | 1520 | 1450 | 1490
Tersuypudaya it -
Pemeraiann Perseniase

kezgjnhierann dan | Peranpgenan | Persen | 9969 | S9.T0 | 99, 75 | 99.E] | 99.ET | 900F (09949 | 9bbg
prerliesdemzsn FPES |
szl |

2.4, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Peranghkat Daerah.

Dinas Sosial Kota Semarang yang mempunym tugas pokok melaksanakan urusan
pemenntahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomu dan tugas pembantuan
mempunyai nilai strategis menyangkut pemberdayaan terhadap kuahitas penanganan
penvandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga Dinas Sesial Kota Semarang diharapkan
mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di wilayah kota Semarang,

Berdasarkan kondisi bidang sosial yang merupakan kondisi lingkungan strategs
Diinas Sosial, maka untuk menyusun steategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis
lingkungan internal dan cksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan
(Strangths) dan Kelemahan (Weaknesses) Lingkungan ecksternal meliputi Peluang
{Opportunity) dan Ancaman {Threaths). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan
eksternal sebagai berikut -

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

a  Kewenangan di bidang kescjahteraan sosial,

b,  Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan managemen
kesejahieraan sosial serin mekanisme kerja yang sudah ada;
Tersedianya anggaran dan regulasi vang mendukung layanan pada urusan

L2

sosial:
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d  Tersedianya jaringan sistem informasi yang ada,

e.  SDM Relawan Sosial yang ada sampa pada di tingkat kelurahan.

KELEMAHAN (W):

a.  Terbatasnya sumber daya manusia profesional yang menangani masalah
sosial;

b.  Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dinas sosial dalam penanganan
masalah sosial;
Kurang Validnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPES),

d. Tempat perlindungan permasalahan kesgjahteraan sosial/sheltermamah
singgah yvang ada masih kurang memadai {over load),

¢ Masith kurangnya Sarang dan  Prasarana Tempat perlindungan
permasalahan kesejahteraan sosial/shelter/rumah singgah dan rumah autis
milik dinas sosial;

f.  Belum memiliki Posko tetap dukungen baik untuk kebencanaan Alam
maupun Sosial.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

a. Lelak Kota Semarang yang strategis;

b.  Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya
kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosal (PPKS),

¢.  Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosmal
bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

d  Adanya partisipasi organisasi sosial den lembaga kesejahteraan sosial
milik masyarakat;

e, Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/C5R.

ANCAMAN (T):

a.  Meningkatnya jumiah Pemerlu Pelayanan Kesgjahteraan Sosial (PPKS)
pasca Pandemi Covid 19;

b,  Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang membuat perkembangan
masalah sosial semakin meningkat;

¢, Pertumbuhan pola pikir masvarakat mengikuti kemajuan jaman yang
membuat sulit terdeteksinya masalah sosial vang akan muncul di
masvarakat.

d.  Melemahnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat,
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Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh

strategi umum (indikas) program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai

berikut :

1.

Strategi S-0 (Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang)

a. Pelatihan 5DM (PNS) di lndang sosial;

b. Memingkatkan kompetensi pengetahuan pekerja sosial tentang peraturan
perundangan, sistem administrasi dan managemen kesejahteraan sosial;
dan

¢, Pengophimalan anggaran dan SOP layanan.

Strategi W-0 (Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan

peluang)

2.  Membual jaringan/sistem informasi kesejahteraan sosial

b. Meningkatkan kompetensuy’SDM profesional yang menangani masalah
sosial,

Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada,

d.  Menpgoptimalisasi pemakaian anggaran untuk menumbuhbkan nilai-nilai
kesetiakawanan sosial di masyarakat dan menggali potensi swadava
masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga kesejahteraan sosial
milik masyarakat,

Strategi S-T (strategi menggunakan kekuatan uniuk mencegah dan

mengatasi ancaman)

a  Meningkatkan penanganan periindungan sosial untuk menekan jumlah
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPRS) Kota Semarang, dan

b, Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia seria

anggaran dalam pelayanan sosial,

Strategi W-T (Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan

mengatasi ancaman)

a  Pemberdayasn partisipasi masvarakat dalam penanganan perlindungan
sosial; dan

b.  Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial,
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BAB III

PERMASALAHAN DAN
ISUSTRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalaban Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Peranghat

Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal vang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya vang signifikan  bagi
daerah/masyarakat dimasa akan datang. Suatu kondisi‘kejadian vang menjadi 1su
strategis adalah keadaan vang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, schingga akan menghilangkan
sebuah peluang yang akan bermanfaat untuk masvarakat dalam jangka panjang.
Karaktenistik suatu 1su strategis adalah kondisi atau hal vang bersifai penting,
mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagsan/®eorganisasian dan
menentukan tujuan di masa yang akan datang, [dentifikasi isu strategis dapat dilihat
dari sis1 ekstermal maupun internal. Sisi eksternal terkant dengan dinamika MNasional,
Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar orgamsasi. Sedangkan sisi internal
terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu sendiri vang diperkirakan akan
menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang

Permasalahan vang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungs: dengan
Dinas Sostal Kota Semarang adalah
1.  Jumlah Pemeriu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yvang cukup tinggi,

khususnya Fakir Miskin,

2. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimilik dibandimgkan
dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesegjahteraan Sosial (PPRS) yang
direhabilitasi sosial.

3. Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/shelier dan
rumah autis vang dimiliki dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial
bagi Pemerlu Pelavanan Kesejahteraan Sosil (PPES).

4. Masth banyaknya SDM Relawan Sosial vang belum memiliki kompetensi/
kemampuan dalam penanganan masalah sosial, serta peran Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyvarakat'swasta belum optimal dan
manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional

5 Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha/CSE yang dilibatkan
dalam penanganan permasalahan sosial yang ada d masyarakat.
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6. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) vang dimiliki
dinas sosial.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka strategi vang

diperlukan adalah
.  Dalam penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahleraan Sosial (PPKS)
ada beberapa strategi, yaitu :

a.  Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan
Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahieraan Sosial (PPES)
khususnva Fakir Miskin.

b.  Meningkatkan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA  dengan
membenkan rehabilitas: sosal, perlindungan dan jaminan sosial,

e,  Meningkatkan penanganan kepada penvandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti
dengan memberian rehabilitasi sosial, perhindungan dan jaminan sosial.

d.  Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial agar
terpenuhi kebutuhan dasarmya pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana.

2. Memfasilitasi dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) vang ada sehingga peran dan keterhibatannya dalam upayva
meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelavanan Kesejahterasn
Sosial (PPKS) bisa lehih optimal

3. Melaksanakan dentifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data
penvandang dissbilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelavanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan
rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial.

3.2  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah

Terpilih
Visi dan misi Calon Walikota dan Wakil Wahkota Semarang Peniode2021-2024

merupakan representasi Kota Semarang vang memiliki  sejarah  panjang
membangzakan, melihat kondisi perkembangan lima tahun terakhir serta
menyongsong berbagai hal yang diprediksi terjadi di masa depan. Visi dan misi
beroricntasi pada nasionalisme dan cinta tanah air dalam kerangka NKRI, sehingga
semboyan nasional Indonesia "Bhumneka Dunggal tka” ("Berbeda-beda namun tetap
satu") tetap menjadi bingkai bagi keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu
kesatuan Warga Kota Semarang
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Dalam penyusunan visi misi ini Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak akan
lepas dan Visi dan Misi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga penjabaran
program yang diturunkan berpedoman pada RPJMN Tahun 2019-2024 dan RPJMD
Provinsi Jateng Tahun 2018-2023, Visi dan Misi yang disampaikan disusun
berdasarkan mulestone keempat RPIPD Kota Semarang Tahun 2005 - 2025, yang
bertujuan untuk:

. memingkatkan kesejahteraan masyarakat;
memajukan daerah;

menmgkatkan pelayanan kepada masyarakat;
menyelesatkan isu dan permasalahan perkotaan,

o

meningkatkan mnovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan;

6. menyerasikan pelaksanaan pembangunan Kota Semarang dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional; dan

7. memperkokoh NKRI dan kebangsaan,

Visi dan Misi yang sampaikan melalnn dus pendekatan seperti lima tahun
terdahulu yaitu, menguraikan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai visi serta
mengidentifikasi cara-cara untuk meminimalkan atau memecahkan masalah yang
dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang, Dari pendekatan tersebut dirangkum dalam
program dan kegiatan vang lebih dekat kepada rakvat dan mengembangkan berbagai
macam solusi-solusi baru untuk menjadikan Kota Semarang lebih baik dansemakin
hebat.

Berdasarkan berbagai aspek pembangunan yang menjadi kajian dalam
penetapan Visi dan Misi, maka Visi yang ditetapkan yaitu “Terwnjudnya Kota
Semarang vang semakin FHebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai
NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Tha™

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjads
semakin hebat kedepannya, terbukti bahwa Kota metropolitan ini telah dapai
menvelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain
meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, menmingkatkan kontribusi  kategon-
kategon yang terkail dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB,
meningkatkan Indeks Pembangunsn Manusia dan Indeks Pembangunan Gender.
meningkatkan milai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan  Tingkat
Pengangguran Terbuka, menuntaskan rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks
Reformasi Birokrasi, Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke
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depan akan siap menghadapi tantangan plobal, problematika perkotaan yang lebih
heterogen, tuntutan layanan publik vang lebih tinggi serta tetap memperhatikan
wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota vang semakin hebat tersebut, Pemenintah
Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan
berlandaskan Pancasila dalam bingkei NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehinga
menjadi daerah yang kondusif dandapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial
dan budaya di masyarakat yang akhirmya dapat mewwudkan pemingkatan
kesgjahteraan masyarakainya.

Definisi SEMAKIN HEBAT dikandung pemahaman bahwa Vist tersebut
melalui semangat seluruh  pemangku kepentingan pembangunan kota ingin
menguatkan berbagal keunggulan sebapa: sebuah kota metropolitan yangmemiliki
sumber daya manusia yang ungiul, ekonomi berbasis kerakyatanyang berdaya saing
berbasis nset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrasiruktur vang berkualitas dan
berkelanjutan, serta pelavanan publik yvang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.

Untuk selanjutnya Misi yang ditetapkan adalah sebaga berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang Ungpul
dan Produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Meningkatkan potensi ekomomi lokal yvang berdava saing dan stimulasi
pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar pansip
demokrasi ckonomi pancasila,

3 Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuban hak
dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial seria hak asasi manusia bagt
masyarakal secara berkeadilan,

4 Mewujudkan infrastruktur berkualitas vang berwawasan lingkungan untuk
mendukung kemajuan kota,

L

Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis  dan
menvusun produk hukum yang sesuai milai-nilai Pancasila dalam keranghka
Megara Kesatuan Republik Indonesia.
Telaahan Rensira K/L. dan Renstra Provinsi'Kabupaten/Kota

Dokumen Rencana Stratepis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 disusun
dalam rangka untuk memperiegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial
dalam konstelasi pembangunan nasional yang berjuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung olch
komitmen dart unsur pimpinan dan bersinergi, konsistensi kebijakan pemerintah dan
pemerintah daerah, keberpihakan pada kesejahteraan sosial PPKS, peran serta
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masyarakal, orgamisasi sosial dan dunia usaha secara akiif, sistem birokrasi
penyelenggarann kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akumabel dan efisien.

Hal ini sejalan denpan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial
yang memuat pergeseran paradigma urusan sosial sebagai urusan wajib pelayanan
dasar yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinega vang terukur,
dumplementasikan kedalam 4 (empat) pilar palavanan kesejahteraan sosial,
dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemernintah-masvarakat-dunia usaha
sebagal pilar good gevernance, seria berorientasi kepada pemuliban sosial psikologs
PPES dan penguatan kapasitas PSKS.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster,
selmn berfungsi untuk menpefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk
melindungi masyarakat dan bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat
pengembangan fungsi ruang pada lokas: vang tidak sesual peruntukan. Dalam
konteks pelaksanaan wrusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu
memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Rumah singgah/shelter
sebagai sarana rehabilitasi sosial bagi PPKS yang berpotensi dapat memmbulkan
dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial
Disabiliotas Terlantar, Anak Terlantar, Lamjut Usia Terlantar dan Pengemus
Gelandangan di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial PPKS lainnya bukan korban
HIV/AIDS dan NAPAA di luar panti sosial serta pola-pola penanganan preventif bag
masyarakat didaerah rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Kajian bngkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memasokan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan tenntegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan‘atau kebijakan, rencana, dan/stau program. kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suate upava sistematis dan logs
dalam membernikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalw
proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara
berjeniang (hirarkis), yakm: instrumental, transformatif dan subtantif yang didukung
kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya  keterbukaan,
transparansi, dan tersedianva aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam
konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahieraan Sosial sebagal tugas pokok
fungsi Dinas Sosial, KLHS telah membenkan nuansa dan arah kebyjakan dalam
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pemanganan PPKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam
menikmati hasil penerapan kebijakan scrta memberikan harapan baru bagi semakin
kuatnya keberfungsian sosialmya,

Penentuan Isu-isu Strategis

Pernyvataan isu-150 strategis memberikan gambaran tentang hal-hal vang
menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemeriniah karena pengaruhnya vang
besar, luas, dan sigmfikan terhadap perbatkan kondisi masvarakat pada pembangunan
masa mendatang  [su-isu strategis merupakan isu-isu vang jika dipriontaskan
antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan  sasaran
pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika
1su-isu strategis im hdak ditangam dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan
terjad vakni tujuan dan sasaran memadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional,
nasional, dan regional, Berdasarkan identifikasi dari berbagai 1su tersebut dapat
ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

Sebelum menentukan lsu-lsu Stratems, ada beberapa hal vang menjadi acuan
dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya !

1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan salah satu SKPD di Pemerintah Kota
Semarang yang berurusan lanpgsung dengan pelayanan terhadap masyarakat Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosal (PPKS). Dinas Sosial Kota Semarang dalam
memberikan pelavanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelavanan prima,
namun dalam menjalankan twgas terscbut udak dapat dipungkiri bahwa memilik
berbagar hambatan dan tantangan, Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang im tidak
hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk
dalam informasi melalu media, salah satunya adalah web resmi yang dirmliki oleh
Dinas Sosial Kota Semarang wiamanva terkait informasi pelayanan kesejahteraan
sosial.

2. Sasaran Janghka Menengah Pada Renstra Kementerian Terkait

Dinas Sosial Kota Semarang mengacu pada Renstra Kementenan Sosial,
berdasarkan acuan tersebut, maka dapat dilihat arah Kebyakan pembangunan
kesejahteraan sosial tahun 2020- 2024 adalah sebagai benkut:

a2 Memngkatnva Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan

Rentan melalui -
1) Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam

pemenuhan kebutuhan dasar
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2y Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan.

3)  Pemingkatan kemandinan sosial ckonomi keluarga miskin dan
rentan.

b, Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesgjahteraan sosial melalui
peningkatan kapasitas SDM  dan  kelembagaan  somal  dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sostal

¢. Meningkatnva kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui
penguatan skema layanan dan pendataan terpadu,

d.  Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yvang transparan dan
akuntabel dengan melibatkan publik, melalui:

1) Terwujudnya Tata kelola vang baik dengan kualitas layanan dan
dukungan vang tingg.

2} Terwujudnya pengawasan penvelengparaan Kesejahterzan Sosial
dalam mendukung good and clean governance melalui kebijakan
pengawasan internal bearbasis risiko.

Pelaksannan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program
{5P) dan Indikator Kinerja Program (TKP) di lingkungan Kementerian Sosial. [KP ini
hanya dinvatakan sebagai ukuran, bukan angka capaian atau angka target pada tahun
tertenti

a.  Program Dukungan Manajemen, Program ini bertujuan untuk:

1) mewujudkan pelavanan publik yang berkualitas, dapat diakses, dan
responsif

2} mewujudkan reformasi birokrasi berbasis transformasi digital
berbiaya rendah dan murah serta dapat diakses,

3)  meningkatkan keterikatan dan  keterlibatan  (engagement)
masvarakat melalui media sosial sebagai salah satu instrumen untuk
edukas: dan mainstreaming isu.

4}  meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kesejahteraan
sosial serta partisipasi pemerintah dagrah dan masyarakat.

5)  meningkatkan efektivitas birokrasi serta tata kelola Kementerian
Sosial yang bersih dan terpercaya.

6)  meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.

77 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinea Kementerian
Sosial,

8}  menvempurnakan kurikulum dan sistem pelatihan kesejahleraan

sosial
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10

11}
12)

menyediakan imformasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala
nasional bidang kesejahteraan sosial,

menyediakan informasi hasil penilaian SDM kesejahtersan sosial
dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian, dan
pengembangan sistem dan metodologi penilaan.

memfasilitasi penyusunan standar mutu akreditasi serta sertifikasi.
mengintegrasikan modul  pelayanan  standar & lingkungan
Kementerian Sosial berbasis data.

b.  Program Perlindungan Sosial, Program ini bertujuan untuk;:

)

2)

3)

41

memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk
miskin dan rentan.

memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagl kelompok PPKS
diantaranya vaitu penvandang disabilifas, lansia, anak, tuna sosial,
korban penyalahgunaan napza, dan penvandang HIV/AIDS.
memberikan pemberdayaan sosial bags penduduk miskin dan
remkal.

memberikan penanganan bagi fakir miskin dan rentan agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar mereka.

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi
Secara teknis sasaran pembangunan jangka menengah tahun 20182023 Dinas

Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

a.  Sasaran penanganan PMKS adalah kembalinya keberfungsian sosial
PMES yang diindikasikan sebagai berikut:

1}
2)
E)
4)
3)
6}

Kemampuan mengenali din sendin,
Kemampuan rawal dirt

Kemampuan mengenal masalah,
Eemampuan memecahkan masalah.
Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Kemampuan menjalankan peran-peran sosial.

b Sasaran penguatan kapasites PSKS adalah meningkatnya peran PSKS
dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS} yang
diindikasikan dengan kemampuan dan keikutsertaan (partisipasi akuf)
dalam memberikan dukungan lavanan kesejuhtersan sosial yang sedang
dan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinst Jawa Tengah

Secara opernsional, sasaran penyelenggaraan kescjahteraan sosial adalah:
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a.  Meningkainyva keberfungsian Sosial PMKS vang Mendapatkan
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Melalui Panti Pelayanan Sosial

Kualitas pelayanan sosial adalah standar absolut yang harus diperhatikan
dalam pelaksanaan pelayanan dalam panti sehingga dapat mendukung
percepatan pemulthan keberfungsian sosial PMKS, baik kuealitas aspek
fisik (sarana/prasarana), kualitas SDM dan kualitas pelayanan, denpan
sasaran;

" Pelayanan Sosial mefalui Panti Sosial Pemenntah

2} Dukengan operasional terhadap Panti Sosial Swasta melalui subsidi
permakanan Satu Orang Satu Harl (SOSH)

b, Memngkatnya Keberfungsian Sosial Fakir Miskin Keberfungsian Sosial
dapat didefimisikan sebagm kemampuan sescorang dalam melaksanakan
fungsi social/tugas-tugas kehidupan ataw kapasitas seseorang dalam
memenuhi kebutuhan dasar.

Fakir miskin adalah suatu kondisi yang mengakibatkan tidak mampu
memenuhi kebutuhan dasar, yang dapat mempengaruhi kemampuian
mereka dalam memecahkan masalah yang dibadapi serta kemampuan
untuk menjalankan peran peran sosial dalam berkehidupan.

Lpaya pemingkatan keberfungsian sosial fakir miskin dilaksanakan
melalui Kegmatan |

17  Pengelolaan Data Kemiskiman

2} Penanganan Fakir Miskin Wilavah Perdesasn.

3}  Penanganan Fakir Miskin wilayah Perkotaan.

¢. Tersedianya sistem jaminan sosial bam PMKS non Produktif dan
perlindungan sosial bagi korban bencana
Jaminan sosial bagi PMKS non Produktif dan perlindungan sosial bags
korban bencana dilaksanakan melalui Kegiatan :

1} Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam
2} Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial,
3)  Jaminan Sosial bagi PMKS Non Produkuf

d  Memingkatnya peran Polensi Sumber Kesgjahteraan Sosial (PSKS) dalam
usaha kesejahteraan sosial
Upaya peningkatan peran PSKS dilaksanakan melaw kegratan :

1) Kegiatan Penguatan Kapasitas PSKS

2)  Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sumber dan Kesejahteraan Sosial
Dan Penvuluhan Sosial

3} Kegiatan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

Bensire fhnas Sosial Kots Sesparany Tahun S08) 2085 & m S




4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah,
dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kota Semarang Pengaturan
terscbut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami
kerusakan dan pemerataan perkembangan wilavah. Secara tidak langsung pengaturan
tersebut berpengaruh terhadap Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan
pelayanan terkait masalah kessjahteraan sosial. Dalam penentumn isu strategis Renstra
Dinas Sosial Kota Semarang menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam
analisis tersebut hal yang harus diperhankan adalah hal-hal apa saja yang
menyebabkan visi, misi, target dan sasaran Tahun 2021 yang belum dapat tercapai
secara optimal, untuk dapat ditindak lamjuti pada penode 2022-2026

Pada penode scbelumnya terjadi beberapa target vang belum tercapai

diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

a. Kurangnva tingkat kemandirian para Pemeriu Pelayanan Kesejahieraan
Sosial (PPKS) yang sudah mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan
sosial dan jaminan sosial,

b.  Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat dan dunia
usaha dalam penanganan permasalahan sosial,

¢,  Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial.

d  Peran SKPD lain kurang peduli dengan permasalahan yang berkaitan
dengan penanganan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bags
Pemerlu Pelayvanan Kesejahteraan Sosial (PPES).

¢.  Belum adanya kerjasama dengan dunia ussha dalam penanganan sosial
dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial [PPKS)

Dari beberapa masalah tersebut diatas, juga terdapal beberapa hambatan yaitu:

s Kurang antusiasnya Pemerlu Pelavanan Kesejahteraan Sosial (PPES)
setelah mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jarmnan
sosial untuk berusaha memenuhs kebutuhan dasarnya secara mandiri
karena lebih mengandalkan bantuan langsung yang diberikan,

b.  Akses dan kualitas pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (FPES).

Problematika dan dinamika permasalahan kesejahteraan sosial demikian kompleks.
Dimensi koltural dan struktural merupakan menjadi hal penting untuk dibedah lebih lanjut,
Berbagai persoalan, tantangan dan peluang yang ada selanjutnya diakumulasikan menjadi
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issue strategis yang menjadi fokus dan dasar dalam menyusun program dan kegiatan

intervens) kescjahteraann sosial dapet divratkan sebagai berikut;

T

Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pasca
Pandemi Covid 19.

Masih  banyaknya SDM Relawan Sosial yang  belum  memiliki
kompetensi/kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial.

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LES) milik masyarakavswasta belum
optimal dan manajemen/pengeiolaan masih ada yang kurang profesional
Mdasih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan
dengan jumiah Pemerlu Pelayanan Kescjahtcraan Sosial (PPES) yanp
direhabilitasi sosial,

Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha yang dilibatkan dalam
penanganan permasalahan sosial.

36 Isu Gender

Disamping Isu Strategis yang menjadi fokus dan dasar dalam menyusun

Program dan Kegmatan Dinas Sosial Kota Semarang diatas, masih ada Isu Gender

yang saat ini memjadi isu Global yang perlu diperhatikan,  Pada dasamya sebagian
besar Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang sudah mengakomaodir pada

kelompok atau jenis kelamin vang menjadi Isu Gender, pada penvusunan Rensira
Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 [su Gender difokuskan pada Program
dan Kegiatan sebagai benkui :

Program Rehabiltasi Sosial, dengan kegiatan -

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabiltas Terantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, scta Pengemis Gelandangan di Luar
Panti Sosial.

b.  Rehabiltasi Sosial Penyandang Masalah Kescjahteraan Sosial (PMES)
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Program Perlmmdungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan ;

- Pemeliharaan Anak-anak Terlantar.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN
Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan. Perumusan fujuan merupakan salah satu tahap perencanaan vang memiliki titik
kritis dalam penyusunan RPIMD. Dinas Sosial Kota Semarang dalam perumusen tujuan dan
sasaran Kenstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mengacu pada Visi Misi
Walikots dan Wakil Walikota terpilih terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota
Semarang tersebut adalah visi “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang
berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Tka” dan masi 1
[satu) vantu “Menngkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Ungpgul dan
Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial™.
4.1  Tujuan.

Tujuan adalah pernyataan-pemyataan tentang hal-hal vang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis deerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilahan strateg pembangunan dan sarana unfuk mengevaluas
pilihan tersebut.

Dinas Sosial Kota Semarang dalam menyusun tujuan Rencana Strategis Tahun
2021-2026 telah diselaraskan dengan tujuan RPIMD Kota Semarang Tahun 2021-
2026 yaitu ;

I Terwujudnyva Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
{(indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin).

2. Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
(indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kescjahteraan Sosial (PPKS)
yang ditangani).

1 Menghasilkan Laporan Kinerja vang berkualitas
{indikator tujuan ; Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial
vang efektif, efisien dan akuntabel ),

4.2  Sasaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dan suatu tujuan vang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktue 5 (lima) tahun kedepan.  Penyusunan Sasaran Rencana Strategis Dinas
Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 dalam mencapai tujuan disclaraskan dengan
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rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk dapat
mencapal tujuan seperti yang diharapkan maka disusunlah rumusan sasaran Rencana
Stratcgis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 20212026 sebagai berikur ;

1. Menurunnva angka kemiskinan.

2, Terwwjudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3. Peningkatan Laporan Kinena vang efektif, efisien dan akuntabel.

Dari uraian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang
Tahun 2021-2026 mempunyai target kinerja dalam jangka wakw 5 (lima) ahun
kedepan adalah melaksanakan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Masalah
Kesejateraan Sosial (PPKS) yang ada di Kota Semarang sejumlah 280 545 orang,
Fasilitasi dun pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahternan Sosial (PSKS) sebanyek
10 PSKS, sebagaimana tabel berikut -

Rensera Dinas Soxind Kota Sewrarang Thfvn 5021-F0586 S




“gk- ST Lt |, RIRIELLG WOy RS0 SRUTT RIS
Tenqep srumy fuvk vesode) yepung - PG |
w00 | X por | oot | ool | ool | ool | ool ool | e | IR PRI
L iesafaia) uesodu) fopang upmesaqainad susa
- |Bisos {oquumroy
- Fdd YEpang TEnjRg yajouadium URp WSSy JUyEE
il pesos wermreg | 90 14 | 9614 | STL | pE'0L | SHRG | S1ES LERD | ay BA (Sdd) o Bumd [ws0s SEUIP
yajosadiman FE g3y epung uepsefaay UnnAR|ag (et uaualeurpy
- nEuag ukdnyey neesajadiuad
ipe Tued oyg 4 Yepung IEERISEID SURA (S 5d) EMEEE]
4001 Xmme— van opl | ool | ool | e8 | 8L | g9'o0 L9'99 | % umesyEfsay saquing [quinnye v | i souesEpa )
e ieegp Bued 354 yejung | wEp ISRy uwdnyey | uatsya propga Foek i
35001 m BN gy COEEENTLE ] el modey eliaary weindey
BN BTN TEINIRR B} B335 UBp GRISED BURMISG ML URIEN U] uEgEeyAuapy | §©
V63 VT TEBMCE; WELTRIR] oup DR [ dudHu] gupaios wep s
e e T ey g | U | oo | "obt | pei | Bei | aon pol | % | vpededwwsep usymngay (ruBup Sued
w0y qﬂr_ﬂ_ﬁm ¢ BALLEBS P HRYTINGY myruadia) ek (53dd) [esog
iynuadiag Fued vloyusedngey geaep [HIR0S UEp LURIE BUEIIDG urElanEiEsey
TREYS URR IR BUEDURE DRI §E[N] R FETIRTEIR (S Wdd ) uEsog upnRAE[ag
S| X fued yened wEmiifElasay | njisluag asRILEsag
IEN] Ip JESEP [E1S0 1SEN]IQEYSY TELMINGLS0 Ip BALESED HEGnIngay uruEdEpg | . uening mpeyrpur)
ued ey uisdngey [Eaep ip suiasuag uep g io foed npEuiay ey {53dd) (08
UUEIBpLTIAL) IENIRIA ] B[] _n_..im ..a..,_.aw._u_._. siusfuad nefrepurad | (msos mEunponsed uETanRiasay
il S 1 Fvupigesic] ko 4] got | ol | ool | o0l | 00l ool | % A dEp UrRGUpEEY | UNTAHRg DB
isrndo ; red 10| p BALIESER UEYINGay g il e .
med=g fued snuatuag uep mefuemrEan RISn In(iae] FRINEHY LRELRIIWIZY UEBLETUELA]
O Cmumpm ] ey anlue URwEpe ] yRy HEUE “IRITLE SR s Bhupninme] ueipgAuag | ¢
]S | Sepjigesig) Suspusiuag guung Auepiniuad ISEINSE
§3dd g MAH (wipsey Arpnpead
. . . . . . . Sued (S3dd) (msog SRR
%001 X e e iy | 6790 [P0R| BTG e s | 666 | % | ity el eniis seREpUs)
. TRWa] AR TeyLRAsHpy
Furmusag oy yRpnpuad gEjwn 3 p— uersigelasay
%001 X 0&'vl | 08'Fl | 0Z'S1 | 08’6l | o8'sl | o1l sI91 | % i iRy sy e
(SH.LCH) UiysIi ynpngua] qeyuing yfuE BAUUnInUR wAupninwaay | |
Ty £1 : 1 I 135 S N ) I L v 5 v £ T Ll
neBunifaag wpnmn g u“_-hﬁ_ 9T0z | ST0T ﬂh_m.-...ﬁq,._.,. £IRT | TLOT —H.._,m ozez | LR ES elsaury sopmppog FILELETES i o | op

9TOT-TINT NOAHVL DNVHVINES V.LOM "TVISOS SVNIA
VANNYONNMLIHAAL ISVTAWHOA VIHAS VOHANIY LADHVEI NVA VOTAINT HOLVMIONT ‘NVHVSYS 'NVIML SMRLLYIV

T'F IPqEL




e T T SUEI w0y [ ST EaTIY

oy
e :
g ey
LS epieneli
1BD LR, R
TR AL o
I SR
oo BRLHLE
oL | D | D
e T
i g
wefump | oehrnnag
Bued {5 keded sos0rg i
iRty | nmsusisay
umunfap g T
6665 | $A5 | (A 96 665 |50ee | mmamg semuseny | wiigeles
sy wfue
gy
5 | [ s -..r.-.llt-.-
T& T — = gt i e | PRy e AR S AL MY U e o oy G Sy S W W SN A ER St SRR
....l__. =" = i ETTa T NOTIST | HOE | B2 | R | B | TR wredid Hvelvsys
QF0E | GEDE | pFOE | EEOE | ZROE by brsiord fhound o r ._ET_
NeTEYS | 78 v N LIEDs B e S [ YrRIND] WSO | v LT :
= W HO1YHONI () 1360vL HOLYHIIN W :

QTOT-1T0T NHV.L ONVEVINES VLOM TVISOS S¥NId
Al NV I NOTASE VAN HOLVEIANT

‘T PR




_ _..u&..‘ﬁ.a.ﬂ

s L e L e R

e B puary

i
L S
wan gty

T LT
. aLdnry

oy By
1140 BN

Laf &Y

NYNiYs

AINOTESS | 00T | IO | WEGE | CEOD | TR0 | mwMOOMd piMoiasg | WO | WOE | e | OEE | fROE




RN AT L STRIVTLGE LT e SEUTET RS

1

) el e

3!

i

mmmmm

UEE | SEOT | WEOE | DhOT | TIOE




Lo LA PR U], e rnag oy rivos g RO

3]

sgigg

sgiE§

!

i

3 e
E da

TEITH] B S Tt R g7 1 I 0 T I T I T

B
g

it’

Ei

j18
e e . WHD0HD | o v o HOLTHIIN




- - R TR UG RMT R SACY e

WEdVN U= GG

i
i
3g§§§

|
i
agi j
:

| 1
W07 | 520E | KW | CEIE | TENE (ndangl Ny Lviog N R AROTEES | B | | M OE ZE | pynooud WNOT2EY | SCOE | SZ0E | WEOE W
WILYE | NS N M e BSHY IVISEN Y LVEWT ] W HE B N LT . HOLYSIONI




___.wv......_. CFEE P LN . SR INTTAE BJOY [EISOL FUNICT R0eraa

i R n_nr_E____ilF._
W e S0
HiH e ueng elaue
| 06 | . S g smpimiy -
gl
"SHRH P e
oL ARLE UL
uRRlay russzlay usRba) -
e yusayRtngm [RReg
mur| | Ry s Eﬂm _
epuy ienilusguad LR PR D | e SRR
ueiERey WU EnEEY | He0us) SuE BuRsEEy ey Lo
Ll 13ﬂ
oG A PRy
| e AR £ wmphy ﬁ e e
umeay i el ke R T TE mey | ey
W GO ey
i LBy L sy B ol ey
i D einney AT BT | e BB
Ly pERA] UR LR [ TP T, T my | perEy
Wl L S 1._.._ﬂ
Al LT L i Ry
EHM Gy ofimryby SR LRI | e Ry
ey e UtRiegg GBI URSR.g ey P
iy et B BETEGE
Bumd umEsey e
By | epepusd efem geuep
WE N CE
B9 AJH L] UEF ke uen
SRS L - I UEEGEEYY | MENY ARSOS
Ly e e UEp USRI BRI | SR Saen iy
Uy | e FRRRESR 4 B URSLE =y ey
CTECL]
SRR I A e
ey el 5 e
g S U | LR L
yTEyy jEnS UEREEY ey wngeng| iy | JleE sep
Hpfy URIRIpeRE) | S UEp JRING URSGDEY | oy meog
WO Sl UERngEey | B USErpUy il | SRR S
upeiay peige UEmbey | sees)) UREGUR REEER Ay ME
WEdWH
wo | e shue 5w
WiduM
SN AH Uty a5 FRsg Lmeipheay Eﬂuﬂ
WL ] Emrany ueskyy fuemniay p 4
G| P Y ql.ra. fin |6 _.. m T 3 S T A R e 1 T
ELNEmD W IS AVHE M WO1353 | W0 | e | bote | EROC | e Wraar
S Nl My BN i NMTRES | B | TR | R | TR mwvuoced | HALYHIIN WrEYS
IS LY BN HY LvET WEEEN W L
WESNDH HOLVAIDNI %) 130HIvE HOLVARN il 130yl




-pg- O T e, BRI BN [ERDE ST RS

i
{
;
3
1

BB | | ool | ey uEigp (LN ST U | NG

|

i

i

3
Bl gl

1




AR S LN NURIIIOG NI RIS SR Ny

1
i

ik

i
!
E
:
13




_uw.ﬁwm... QEOE-IEOE TRNEL, SHeBag SN g PRI BT

L

ST AP | SELES, LA ]

E |2 ey e et depege sAUsiRd | BENGS S By

rlup ook o munay |

OoEE AE ZB_ Sy LI Ly Ly ey i | SN Py
ity Buat s sy o

G A AE SE AlAE YU | yniyery smefosled | SEuEd s peary




e SEOR-TE T SIEITRg Y [EN0S SEUET LAy

- I S T : N —

=
;
E

:
i
:
!

a.
:
i
i
:
i
535
1

NN
5
d

umaifiay
0 I L
L] g B
e
Dty R0y By uE gy L] LT .
Lisgal | 4k IR EOPRY AEmEg uede] | el vl _
F 4 i uepibnyg D LD, S EEn g PR e LSRR ek By
M i |y : =
RN AN e e S s TSNS w3 A T R - i1 ] i {3 3 3
{Lnd LNl M LVEISH BEDE | GEOR | WDOT | TEOD | IEOC I MoTEgE | SO | GE0E VRN | TROT | TR WHINM
SEOR | SOIE | WELE | ERSE | MR | v | ng mva wvaviodN s i o WHO0Nd | e YOI NYLNEYS
T 2y, WTHINN HOLYHION! Tl 13mary T PTYE=T)




LErLTo kT
._.nﬁ.ﬁ.

JEng

R, Seseienag oy

nn

Pl

oA




% ST Ty, B rting: BN RIS08 AENTCT EOVE

ek s

o sur S HPL e ey | et e ueepading | By
HiFy URETLE wifuie, gminy i A

2l suar 1% e e Ll i N s b

iy

i | EY B Ry sy Do
e URRpARS LYY | LR Uz iepades | Deggnsmy o s

e ]

b : doan'a aan




-ge- OTOE-TANE W[, S g By fers0g SEng el

T Bew
wlniEhg LSRRI TR Sa]
S UEREG R usiomn RS usEEEEY _
mimg e pusd e S0 IRRRLIR
e uada Ring IRERGIMLE Barkia
i | Bkl uREOR] U T wour umgdy | Segenes RS
Pl
Feny|  Clug s peaNEmIRg | WG UmRaiRg |
00 | 00 | oL | OO | Ok e Seient sty
I.E.i. BUNG [SEra iy
& £ | Doy | ega) fumssy umuer mr vmpbuay | Beogeay LA
Businy mumeod 1R
] £ mEr | soeies sepefusd e
=y i wli) umariioeg nae
[, B e oqumy Bonpe BUeaR Big M
1] EEr | BURES vERpaticed pTpaT ey mn R el TepnEny WA
i i .I.I Ry AR, poyy ool | (eqiessy e
00i | ool | oga | ool sas Ei..l!ll!_.. 41 P sempeting
M o DL s
_.H._ljl ll“.llt.____-ii Badhuy
LR
== 4 4 s LBy T LR LR ili_lnlilzm fegaresa e
T
| 9 ST R | ST g oy ok wmarps
02t oo | e | e | Bumeo ey (B L Ey weettsaiay | ey
_ ks wep
Ly g i LR
006 | o0 | 008 | B0 | 005 | e eETpsLad L unT
ety v visliy
R LR R
IRT LT LTI _
N30E | DDOT | QOOT | 0002 = iﬂ!..i:ﬁﬂ_ |
e e e SRmAEE |
oosk | oel | ooss | ool | oot | sep E.F..ﬂ_li!. wum | uefiunkimy segso Beggeriny |
ey Buspunag Ui
mrgem Uep Eeen | -SUSpune | uRmEe, e Badhii
| 9E |96 | B | SF | L L o s e O s = i s O it BRI
| — S wopateey | Oeucess e |
g | s | 51 Lo LB, | ERATT .
AR [} e i T T T i = ] e I I 0 R T ¥
wor | soe | vew | exoe | 7w LENILPICH WY LV1ETH P ANOTIES | SO0 | G202 0O | REDZ 2O | wwwDOMd E.Eunanﬂauﬂn_nﬂ Wi
N WYL BN5 N0 N L3 RS I WInTE MY LEEYT | W HINDM N LyEnT 1 HOLEINI
SR 1T — WTHENDS HO Tk Tl 3oL HIVMION %) 1320




- g LEnE- s e Here fe AT BNy TRINCH SETINT ENSiay

v
ey Gumd i srtieg ree
rﬂhﬂ.._llu TR U FREY Bacisn
Nt | ERpREeeRgaue | Beggmey et o
_n.ﬂ [ e daubioy
me fand upuaiEg R nem Kyery Dunpeg
EE BIEEAEL LB BEREG E_
h-h_____..n_-c_._.-n__.g_.=_____ L L Rl
TR SEAE ﬂﬂ.ﬁ
o et R EURY e sy Bungen By
| thunpoy usunfiue yepng [ R U PR R L Geogemy RN
o 4 e
Buef o yerLng o v | Geagreny
iuﬁé arfirse non pusssd;
iREmpaund S R ST
lunrﬂ! iﬂci Badun
A [
Il UL ETAR m imrpadaay | Dengress b e |
- = ;.wﬁ_] | e : ok & | k| % “ [T mlﬂﬂ:.ﬁ.._ [ R =4 5 _ E. T
N LLNLAGH MY LVIETS NI A NGTISS | SEDE | G202 | PO GEOE | EIOE HYHO0HS I8 RS nr_n_n_a. .nﬂ_nﬂnﬁ WIHINH Y
8 DV AN ENSY1¥IETA MV LT _ - reanm WYEDOHD | vivevr 0 ! HOLYHCN
LA WMD) 0L HIOM [V FEL T H IO EE




Dari Tujugn dan Sasaran Rencana Strategis [inas Sosial Kota Semarang
Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan melalul 4 (empat) Bidang Teknis dan Sekretanat,
sebagai berikut
1. Bidang Pemberdayaan Sosial :
Sasaran | Méningkatnva fasilitasi dan pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS),
Tujuan
g,  Meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (FSKS)
dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPES) di
lingkungannya,
b, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan vang dan barang,
undian dan jaminan sosial.
¢.  Meningkatkan kesadaran dan tanpgungjawab sosial masvarakat'duma
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya
d.  Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestanian
nilai-mila kepahlawanan.
2. Bidang Rehabilitasi Sosial .
Sasaran : Meningkatnya  penanganan  kepada  Pemerlu  Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan
MAPZA uniuk mendapatkan rchabilitasi sosial, perlindungan
sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial
Tujuan
a  Meningkatkan penanganan kepada disabilitas terlamar, anak terlantar,
lansia terlantar dan pengenus gelandangan di luar pant1.
b.  Meningkatkan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
Sasaran | Meningkatnya pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial bag
Pemerlu Pelavanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),
Tupuan
a  Meningkatkan fasilitasi bantuan sosial yang diberikan dan pemenntah
pusat, provinsi maupun kota dalam rangka membenkan perlindungan dan
jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahtcrzan Sosial (PPKS).
b.  Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial di
daergh kabupaen'kota yang membutubkan perlindungan dan jaminan
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sosial di daerah kabupatenkota pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana dasrah kabupaten/kota

€.  Mengembalikan fungst sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial
Korban Tindak Kekerasan dan Pekena Migran Bermasalah/Korban
Perdagangan Orang.

4.  Bidang Penanganan Fakir Miskin ;
Sasaran  ; Meningkatnya kualites pemberdayaan sosial keluarga miskin dan
keluarga

Tujuan

a,  Meningkatknya kualitas dan pemanfataan data Kemiskinan dan Pemerlu
Pelayanan Kesgjahteraan Sosal (PPES) lamnya

b.  Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dacrah
perkotaan melalui bantuan regular dan non reguler.

¢ Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin daerah
rentan melalul bantuan regular dan non reguler

5. Sekretariat -
Sasaran - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia unuk
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

Tujuan

a  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung
penvelenggaraan kescjahteraan sosial,

b Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk
mendukung penyvelenggaraan kesejahteraan sosial

¢ Meningkatkan kualitas integrast program antar unit kerja eselon I11 yang
bermuara pada pencapaian targel Renstra Dinas Sosial.
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BAB Y

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang bagaimana Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien
gelama 3 (lima) tahun kedepan, dengan berdasarkan wvisi, misi, tujuan dan sasarn
yang telah dirumuskan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka
Dinas Sosial Kota Semarang merumuskan straten vang diselaraskan dengan sasaran
RPIMD “Menurunnya angka kemiskinan” dan  “Terwujudnva pemerataan
kesejahteraan dan perlindungan somal”™ maka disusun strategi  “Peningkatan
pelavanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPES|”
dan “Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial” dengan penjabaran sebagal
berikut : Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial merupakan hal-hal
yang berkaitan dengan keterlantaran Pemerlu Pelayanan Kescjahteraan Sosial
(PPKS), Penanganan Pemeriu Pelayanan Kesejahieraan Sosial (PPKS) apabila tidak
dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas,
dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat. Perlindungan sosial
diarahkan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelavanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk bagi disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar,
anak terlantar dan pengemis gelendangan di luar panti,

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Semarang dilaksanakan
melalui -

I.  Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial
dan jaminan sosial hagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.

3. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial
dan jaminan sosial bag Pemerlu Pelavanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
lairmya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA

3 Meningkatkan pelayanan kepada korban bencana alam dan sosial agar
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana,
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4 Pemberdayvaan dan optimalisasi peran/keterlibatan  Potensi dan  Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial
bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),

5. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validas: data Fakir Miskin dan data
penyandang disamlitas terlantar, anak terlantar, lanjui usia terlantar dan
gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejghieraan Sosial
(PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial untuk
memingkatkan kesejahteraan sosal,

6. Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Arah Kebijakan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dan stakeholder sebagai pedoman untuk
mengarahkan perumusan strategi vang dipilih agar selaras dalam mencapal tujuan dan
sgsaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan
merasionalkan pilihan strategi schingga memiliki fokus serta sesual dengan
pengaturan  pelaksanaannya.  Uniuk  memudahkan  pemahaman  terhadap
kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih
dahulu disederhanakan dalam agenda 2tau tema pembangunan setiap tahun di masing-
masing tahap, Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Semarang dengan mendasarkan
strategi  “Peningkatan pelavanan rehabilitasi somal bagt Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dan “Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial”
dalam penanganan masalah sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPES) di Kota Semarang diarahkan
kepada
|, Penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia

terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti untuk mendapatkan

rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial

2 Penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPRS) lainnya
bukan korban HIV/ALDS dan NAPZA untuk mendapatkan rehabilitass sosial,
perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

3 Penanganan kepada Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk
mendapatkan perlindungan sosial.

4, Melibatkan Potensi Sumber Kesejahtersan Sosial (PSKS) yang ada dalam
pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sesial, bantuan sosial dan jaminan
sosial bag penyandang disabilitas wrlantar, anak terlantar, lamut usia terlantar

dan gelandangan pengemis di luar panti,
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10,
i1,
12,

Melibatkan Potensi Sumber Kesejahtersan Sosial (PSKS) khusosnya Taruna
Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam ) dalam
penanganan kepada korban bencana alam dan sosial.

Penanganan kepada korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten'kota
vang membufuhkan perlindungan dan jaminan sosial di daerah kabupaten'kota
pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.
Fasilitasi dan Pemberdavaan Potensi Sumber Kescjahterzan Sosial (PSKS)
vang ada berfujusn untuk meéndukung penanganan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam upaya meningkatkan kesejahterasn sosial,
Kerasama dan kemitraan dengan Dunia Usaha dalam  penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Menfasilitast'melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) vang
ada dalam penyaluran bantuan sosial reguler dan non reguler.

Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran,

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Sosial
Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Sosial,

Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Dinas Sosial,
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang indikasi program serta pagu indikatif program
priontas pada Fenstra Dinas Sosial Kota Semarang diselaraskan dengan Perubahan RPIMD
Tahun 2021-2026 vang berisi program-program untuk mencapal visi dan misi pembangunan
jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Orgamisasi Perangkat Dacrah (OPD)
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program
dan Pagu indikatil untuk periodesasi RPJMD. Indikasi program merupakan program-
program dalam rangks pelaksanaan pembangunan fahun 2021-2026, sedangkan Pagu
Indikatif schagai wujud kebutuhan pendanaan vang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan. Indikas: rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang telah
disesuaikan dengan perkembangan situasi berdasarkan perubahan RPIMD serta telah
menyesupikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Momor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,

Program-program vang telah diserta kebutuban pendanaan sclanjutnya dijadikan
sebagal acuan bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas
Sosial Kota Semarang.  Rumusan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan disusen
berdasarkan dengan RPIMD.

Perumusan indikasi rencana program priontas yang disertai kebutuhan pendanaan yang
dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, sub
kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Dinas Sosial Kota
Semarang diselaraskan dengan RPJMD adalah sebagaimana pada Tabel. Program, pagu
indikatif dan target kinera untuk tahun 2021 adalah berdasarkan realisasi. Sedangkan untuk
tahun 2022 merupakan indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja pada APBD Tahun
Anpgaran 2022, Indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja tahun 2023 s'd 2026
menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang,
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan Sosial merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial vang
tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah pada pasal 11 Urusan Pemerintahan Konkuren, dan pada pasal 12 ayat
(1) poin £ melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar Sosial. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Sosial yang telah ditetapkan
Dinas Sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) BRI Nomor 08 Tahun
2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menten Sosial Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Tekms Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Mimimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota.

Selain berpedoman pada Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, Dhinas
sosial dalam melaksanakan kinerjanya lima tahun kedepan juga mengacu visi misi walikota
terpilih yang sudah ditetapkan didalam RPJMD dengan sasaran “Menurunnya angka
kemiskinan dan Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial”. Untuk
mewujudkan sasaran vang telah ditetapkan dinas sosial menetapkan indikator kinerja Dinas
Sosial Tahun 2022-2026 difokuskan dalam penanganan Pemeriu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial {PPKS) berupa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Dinas Sosial dalam upaya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
imelibatkan, memfasilitasi dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kescjahteraan Sosial
(PSKS) vang ada schingga akan tercapai kinerjanya dalam penanganan masalah sosial sesual
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Dinas Sosial
Tahun 2021-2026
7.1.  Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 untuk jenis
Pemerlu Pelayanan Kescjahteraan Sosial (PPKS) yang akan dilayani penanganannya
sebanyak 26 Jenis, tetapi menurut kewenangan hanya 24 Jems PPKS yang ditangani
Kota Semarang, berikut penjelasan dan kriteria jenis PPKS adalah scbaga berikut ;
1. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lma) tahun ke bawah

vang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak
mampu oleh orang twa'keluarga vang tdak membenkan pengasuhan,
perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasamya
semakin tidak terpenuhi sera anak dicksploitasi untuk tijuan terentu, dengan
kriteria |
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terlantar/ tanpa asuhan yang layak,

o om

berasal dari keluarga sangat miskin/miskin.

kehilangan hak asuh dari orangtua‘keluarga.

d  Anak babita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh
orang tua'keluarga.

]

e.  Anak balita vang dicksploitasi secara ekonomi seperti anak balita vang
disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan,
f Anak balita yang mendenta gizi buruk atau kurang

2. Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan
18 {delapan belas) tahun, mehputi anak yang mengalami perlakuan salah dan
ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asub dan orang
tua/keluarga, dengan kritena |
a.  berasal dan keluarga fakir miskin,

b.  anak yang dilalaikan oleh orang tuanva.
¢,  anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasamya.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah orang yang telah berumur
12 {dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun,
meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dyatuli pidana karens melakukan
tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atsu yang melibat
dan/atau mendengar sendin terjadinya suatu tindak pidana, dengan kriteria
a.  disangka.

b.  didakwa.
¢.  dyatuhi pidana.

4. Anak Jalanan adalah anak vang rentan bekerja di jalanan, anak yvang bekena
di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan
sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup schan-har, dengan
kriteria :

a.  menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-
tempat umum

b mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat
umum,

5 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang vang belum berusia
1% (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang
dapat mengganggu atian merupakan rintangan dan hambatan bagi dinnya untuk
melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, vang
terdiri dar enak dengan disabilitas fisik, anak dengan dizabilitas mental dan
anak dengan disabilitas fisik dan mental, dengan kritena :
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a.  Anak dengan disabilitas fisik | tubuh, netra, rungu wicara.

b.  Anak dengan disabilitas mental | mental retardast dan eks psikotik
c.  Anak dengan disabilitas fisik dan mental‘disabilitas ganda,

d.  Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-har,

6, Anak yvang menjadi korban tindak kekerasan atap diperlakukan salah
adalah anak yvang terancam secara Nisik dan nonfisik karena tindak kekerasan,
diperiakukan salah atau vdak semestinya dalam lingkungan keluarga atan
lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tdak terpenubu kebutuhan dasamya
dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial, dengan Kriteria |
a.  anak {laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahumn.

b.  sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat
secara fisik dan/atau psikologs.

¢ pernah dianiaya dan/atau diperkosa.

d.  dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

7. Anak vang memerinkan perlindungan khasus adalah anak vang berusia 6
{enam} tahun sampa: dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat,
dari kelompok minoritas dan tenisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyvalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif’ leinnya (napza), korban penculikan, penjualan,
perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan‘atau mental, vang menyvandang
disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran, dengan kriteria |
a  berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 {delapan belas) tahun,

b,  dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan vang buruk,

¢, korban perdagangan manusia.

d korban kekerasan, baik fistk dan/atau mental dan seksual.

e.  korban eksploitasi, ekonomi atau seksual

f  dari kelompok minoritas dan tenisolasi, serta dan komunitas adat
terpencil,

g menjadi korban penyalahgunaan NAPZA.

h,  teninfeks: HIV/AIDS.

£ Lanjuta Usia Terlantar adalah seseorang vang berusia 60 (enam puluh) tahun
atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnva, dengan kriteria :

a, tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
b.  terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik,

mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika
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berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi

penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan

vang lainnya, dengan kriteria :

a.  mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.

b.  mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari.

c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai

d. penvandang disabilitas fisik ; tubuh, netra, rungu wicara,

e.  penyandang disabilitas mental | mental retardas: dan eks psikotik.

t  penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10, Tuna Susila adalah sescorang yang melakukan hubungan seksual dengan
sgsama  atau lawan jenis seccam  berulang-ulang dan bergantian  diluar
perkavwinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, maten atau
jasa, dengan kriteria ;

a.  menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti
rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang,
hotel, mall dan diskotek,

b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan vang fidak sesuai
dengan norma kehidupan vang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak
mempunyai pencaharian dan tempat tinggal vang tetap serta mengembara di
tempat umum, dengan kritena
i. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTF).

b tanpa tempat tinggal vang pasti/tetap.

¢.  tanpa penghasilan yang tetap.

d  tanpa rencana han depan anak-anaknya maupun dirinya,

12, Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta
ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas
kasihan orang lain, dengan kriteria .

a  mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain.

b, berpakaian kumuh dan compang camping.

¢ berada ditempat-tempat ramai/strategis.

d  memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13, Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekenaan dengan cara
memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas vang berada di berbagai
tempat  pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau  pasar-pasar  yang
bermaksud untuk didewr ulang atau dijual kembali, schingga memiliki nilai
ekonomis, dengan kritena -
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a.  tidak mempunvai pekerjaan tetap.
b mengumpulkan barang bekas

14, Kelompok Minoritas adalah kelompok wyang mengalami  gangguan
keberfungsian  sosialnya  akibat  diskriminasi  dan  marginalizasi  vang
diterimanya sehingga karena keterbatasannya menvebabkan dirinva rentan
mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian, dengan kriteria :

a.  pangguan keberfungsian sosial,
b,  diskriminast.
c.  marginalisasi.
d  berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Rinaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah
seseorang yang telah selesm menjalani masa pidananya sesuai dengan
keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan dini
kembali dalam kchidupan masvarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk
mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara nommal,
dengan kniteria ;

sescorang (laki-laky/'perempuan) berusia diatas 18 {delapan belas) tahun,

b.  telah selesa dan keluar dan lembaga pemasyarakatan karena masalah

&=

pidana

¢.  kurang diterima/dijaubi atau diabaikan oleh keluarpa dan masyarakat,
sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap.

g.  berperan sebagai kepala keluarga/pencan nafkah utama keluarga yang
tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan
terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayvanan sosial, perawatan
keschatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang
optimal, dengan kriteria .

a  seseorang (laki-laki‘perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.

b, telah terinfelksi HIV/ALIDS,

7. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah sescorang yang menggunakan
narkotika, psikotropika, dan zat adikif lainnya diluar pengobatan atau tanpa
sepengetahuan dokter yang berwenang. dengan kntena :

a  sescorang (laki-laki/perempuan) yang pernah  menyalahgunakan
narkotika, psikotropika, dan zat-zat adikeif lainnya baik dilakukan sekali,
lebih dan sekali atau dalam taraf coba-coba,

b, secara medik sudah dinyatakan bebas dar ketergantungan obat oleh
dokter yang berwenang
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c.  ldak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya,

18, Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis,
mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial vang diakibatkan tindak pidana
perdagangan orang, dengan kriteria
a mengalami tindak kekerasan,

b.  mengalami eksploitasi scksual.

¢.  mengalami penelantaran.

d.  mengalami pengusiran { deportasi ).

e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat
bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya tergangeu.

19, Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik indimvadu, kelvarga, kelompok
maupun kesatuan masyarakat tertentu vang mengalami tindak kekerasan, bak
sebagal akibal perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk
kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi
berbahaya sehingga menvebabkan fungsi sosialnya termangpu, dengan
kriteria :

mengalami periakuan salah

a
b.  mengalami penclantaran.

2

mengalami tindakan eksploitasi.
d. mengalami perlakuan disknminas:
€. diblarkan dalam situasi berbahaya.

20,  Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal
dan lintas negara vang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak
kekerasan, penelantaran, mengalami musibah | faktor alam dan sosial) maupun
mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuatkan dim di
negara tempat bekena sehingea mengakibatkan fungsi sosialnys tergangpu,
dengan kriteria
a. pekerja migran domestk,

b pekerja migran lintas nepara.
¢. ks pekerja migran domestik dan lintas nogara.
d  eks pekerja migran domestik dan lintas negara vang sakit, cacal dan
meninggal dunia
pekerja migran tidak berdokumen {undociment).
f  pekerja migran miskin.
g mengalami masalah sosial dalam bentuk
17 tindak kekerasan.
2} cksploitas.
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3)  penclantaran.

4)  pengusiran {deportasi),

5} ketidakmampuan menyesuaikan dirt di tempat kerja baru {negara
tempat  bekerja) sehingga mengakibatkan fimgsi  sosalnya
lerganggu,

6) mengalami traffiking.

21,  Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang vang mendenta
atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumni, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor terganggu fungsi sosialnya, dengan kriteria
Seseorang atau sekelompok orang vang mengalami;

a.  korban terluka atau meninggal.

b. kerugan harta benda.

¢.  dampak psikologis

d.  terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya,

22, Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita
atau meninggal dunia akibat bencana vang diakibatkan oleh penstiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia vang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror, dengan
kritena :

Sescorang atau sekelompok orang vang mengalami:
a.  korban jiwa manusia.

b, kerugian harta benda.

¢.  dampak psikologis

23 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa
menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup
untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok schari-hari, dengan kriteria |
a perempuan berusia 13 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima

puluh sembilan) tahun

b istri vang ditinggal suami tanpa kejelasan.

¢ menjadi pencari naflkah utama keluarga,

d berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup
layak.

24, Fakir Miskin adalah orang vang sama sekali tidak mempunyai sumber mata

pencaharian  dan‘atay mempunyai  sumber mata pencanan tetapi tidak

Hematra Dinas Sovel Keds Semarnny Thin 027 e -Rid-




mempunyal kemampuan memenuhi kebutuhan dasar vang lavak bagi
kechidupan dirinya dan/atau keluarganya, dengan kntena ;

a.

tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan‘atau mempunyai
sumber mata pencanan tetapi tidak mempunyal kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar,

mempunyal pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi
konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.

tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenapa medis,
kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.

tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun ontuk setiap
anggota Tumah tangga.

mempunyal kemampuan hanva menyekolahkan anaknya sampait jenjang
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

mempunyai dinding rumah terbuat dan bambukayu/'tembok dengan
kondisi tidak baik‘kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah
usang/berlumut atau tembok tidak diplester

kondisi lantai terbuat darn tanah atan kaywsemen'keramik dengan
kondis: tidak baik/kuahtas rendah.

atap terbuat dari ijuk‘rumbia atau genteng/seng/asbes denpan kondisi
tidak baik/kualitas rendah,

mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dan lstrik atau
listrik tanpa meteran,

luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang

mempunyai sumber air minum berasal dan sumur atau mata air tak

terhindung/air sungav'air hujan/lainnya.

25, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga vang hubungan

antar anggota keluarganya terutama antara suami-isiri, orang tua dengan anak

kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan

dengan wajar, dengan kriteria |

suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga
kurang berkomunikas,
suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendin walaupun masih
dalam ikatan keluarga
hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau
bergaul/berkomunikas:

kehutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
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26. Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok sosial budaya yang
bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan
pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik, dengan kriteria |

ST T g

relatif tinggs.

berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.

pranata sosial bertumpu pade hubungan kekerabatan.

pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau,
pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
peralatan dan teknologinya sederhana.

ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber dava alam setempat

g terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

Tabel 7.1.

RERAPITULASI

PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

TAHUN 2021

1| Anak Balita Terlantar
2 | Anak Terlansar
3 | Anak yang Berhadapan dangan Hukum o
5 | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) 1123 | x i
& | Anak Korban Tindak Kekerasan
7| Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus 19
B | Lanyut Usia Terlantar i 918
8 | Penyandang Disabilitas 4.588
| 10 | Tuna Susila [
11 | Gelandangan -
12 | Pengemis o
13 | Pemutung 20
14 | Kelompok Minorites - 1,600 |
15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 5
{BWBLP) B s vt
16 | Orang dengan HIVIAIDS (ODHA) 23 | Kewenangan Provins| |
7 | Korban Penyalahgunasn NAPZA 56 | Kewenangan Provinsi
'8 | Korban Trafficking - 5
19 | Korban Tindak Kekerasan
20 | Pakera Migran Bermasalah Sosial ¥
21 | Korban Bencana Alam 2.006
22 | Korban Bencana Sosial 35
| 23 | Perempuan Rawan Sosial Exanomi 1 ! B
24 | Fakir Miskin 271.396
25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis :
26 | Momunilas Adst Terpancil (KAT). :
JUMLAH 282.095 | Toam=
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Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomeor 08 Tahun 2012 untuk jenis Potensi

dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi dan diberdavakan dalam
peran sertanya didalam penyelenggaraan kesejahieraan sosial ada 12 Jemis akan tetap
di Kota Semarang hanya ada 8 Jenis saat ini vang ada di Kota Semarang, berikut
penjelasan dan kritena jenis PSKS adalah sebagai berikut ;

i.

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang vang bekerja, baik di lembaga

pemenntah maupun swasta vang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan

sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial vang diperoleh melalui

pendidikan, pelatthan, dan/atau pengalaman prakick pekenaan sosial untuk

melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial, dengan

kriteria :

a.  telah bersertifikasi pekena sosial profesional.

b.  melaksanakan praktek pekerjaan sosial,

Pekerja Sosial Masvarakat (PSM) adalah warga masyarakat vang atas dasar

rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa

kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sostal secara  sukarela

mengabd di bidang kesejahteraan sosial, dengan kriteria

a. Warga Negam Indonesia.

b, laki-laki atan perempuan usta minimal 18 (delapan belas) tahun,

¢. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undangan Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

d.  bersedia mengabdi untuk kepentingan umur.

€. berkelakuan baik.

f.  schat jasmnani dan rohani,

g telah mengikuti pelatihan PSM.

h  berpengalaman schagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah seorang relawan yang berasal dari

masyarakat vang memiliki kepedulian dan akuf dalam penanggulangan

bencana, dengan Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :

a  penerasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 {empat
puluh) tahum.

b.  memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana.

c.  bersedia mengikuti pelatihan vang khusus terkan dengan penanggulangan
bencana.

d  bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

e.  setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
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Lembaga Kesejahternan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau
perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
vang dibentuk oleh masyarakat, baik vang berbadan hukum maupun vang tidak
berbadan hukum, dengan kritera :
a  mempunyal nama, struktur dan alamat organisasi vang jelas.
b, mempunyai pengurus dan program kerja,
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
d.  melaksanakan'mempunyai kegiatan dalam bidang penvelenggaraan
kesejahteraan sosial.
Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagan wadah dan
sarana  pengembangan setiap anggota masyarakal yang  tumbuh  dan
berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan
untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desakelurahan terutama
bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, dengan kriteria :
a.  organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan.
b. laki-laki atau perempuan vang berusia |3 {tiga belas) tahun sampu
dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa.
¢, mempunyai nama dan alamat, strukitur organisasi dan  Susunan
kepengurusan.
d.  keanggotaannva bersifat siefsef pasif
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah  Suatu
Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi,
pemberian/penyebarluasan  informasi, penjangkavan, advokasi  dan
pemberdayaan bag keluarpga secara profesional, termasuk menyuk sasaran ke
lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya
secara lebih intensif, dengan kntena ;
Chrganisast Sosial,
b,  aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi,
advokasi, rujukan,
¢ didinkan secara formal.
mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional
vang profesional,
Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan
cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lannya, dengan
kritena:
a  keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga,
b, keluarga vang mempumnyal prilaku vang dapat dijadikan panutan.
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¢.  keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan
prilaku yang posif,

d.  keluarga vang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada
keluarga lainnyva,

8 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masvarakat (WEKSBM)
adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelavanan sosial di akar rampul
vang terdin atas usaha kelompok, lembaga maupun janngan pendukungnva,
dengan kriteria -

a. adanya sejumlah perkumpulan, asosasi, organisasikelompok vang
tumbuh dan berkembang i lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/
kelurahan/nagan/banjar atau wilayah adat

b. jaringan sosial yang berada di RTRW/Kampung/Desa/Kelurahan/
nagari‘banjir atau wilavah adat,

¢.  masing-masing perkumpulan, asosiasi, orgamisasi kelompok tersebut
sgcars  bersama-sama  melaksanakan penvelenggaraan  kesejahteraan
sosial secarn sinergis di lingkungan.

9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial adalah wamia vang mampu
menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di
lingkungannva, dengan kriteria :

a.  berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan)
tahun

b.  berpendidikan mimimal SLTP.

€. wanita vang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin
dan diakui oleh masyarakat setermpat

d.  telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan
sostal,

e.  memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh
wanita di wilayahnya

10, Peayuluh Sosial
a.  Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PN3S) yang

mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang,

untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyélenggaraan

kesejahieraan sosial, dengan kriteria ;

Penyuluh sosial fungsional:

1)  berjazah sagana (51 Diploma [V,

2y paling rendah memiliki pangkat Penata Muoda, Golongan 1117,

3)  memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling
singkal 2 (dua) tahun
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3)
6]

telah mengkuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
penyuluh sosial

usia paling tinggi 50 {lima puluh) tahun.

setiap unsur pemlaian prestasi kena atan pelaksanasn pekerjaan
dalam Daftar Pemilaian Pelaksanaan Pekerjaan {DP-3) paling
kurdng bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dan tokoh
agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas,
tangpung jawab wewawang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang
kesejahieraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan

penvuluban bidang penyvelenggaraan kesgjahterasn sosial, dengan

kriteria

Penvuluh sosial masvarakat :

1)
2}

3)

4)
3)
&)
T
8]

13)

memilki pendidikan minimal SLTP/sederajat

berusia antara 25 {dua puluh lima} tahun sampai dengan 60 {cnam
puluh} tahun.

tokoh agama/tokoh masyvarakatokoh pemuda’tokoh adat‘tokoh
wanita.

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),

Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Tenaga Kesejahterzan Sosial Kecamantan (TESK ).

Pendamping Keluarga Harapan (PEKH)

Petugas Lembaga Konsultasi Kescjahteraan Keluarga (Petugas
LE3).

Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa).
memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domusili

memiliki pengalaman berceramah atau berpidato.

paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMES)

memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan
bosial

11, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TRKSK) adalah Tenaga int
pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sostal di kecamatan,

dengan kriteria

a,  berasal dan unsur masvarakat,

b.  berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan,
¢ pendidikan minimal SLTA, distamakan D3/51.
d. diutamakan aktifis karang taruna atau PSM.
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berusia 23 {dea pulub lima) hun sampai dengan 30 (lima puluh) tahun.
berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas).

diuvtamakan yang sudah mengelola UEP,

SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial

= | ™o

|2, Dunia Usabha adalah organisasi yvang bergerak di bidang usaha, industn atau
produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan
berpartisipasi dalam penvelenggaraan kesejahtersan sosial sehagal wujud
tanggung jawab sosial, dengan kriteria |
a.  peduli dan berpartisipasi dalam penvelenggaraan kesejahteraan sosial
b.  membantu penanganan masalah sosial.

Tabel 7.2
REKAPITULASI
FMOTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL/RELAWAN SOSIAL
TAHUN 2021

| NO JENIS PSKS JUMLAH |  KETERANGAN |
T e 1 T e e R ey e o B SO RS S g

1 | Pekerja Sosial Profesional 3 '
2 Pekena Sosial Masyarakat (PSM) 177

3 | Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 86 ?
4 | Lembaga Kesejshteraan Sosial (LKS) 123

9 | Karang Taruna 1683 =l

6 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1
7 Keluarga Pioner o

8 | Wehana Kessjahteraan Sosial Keluarga Berbasis 0
| Masyarakat [WIKEBM) )
9 | Wanita Pemimpin Kessjahteraan Soslal , 0 il

10 | Penyuluh Sosial

11 | Tenaga Kesejahtersan Sosial Kecamatan [TKSK) 14

12 | Dunia Usaha i ) _

13 | Tenaga Pelopor Perdamaian 177 |

14 | Pendamping PKH - 98 |

Merujuk pada dokumen RPIMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 bahwa
penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Semarang terhadap capaian kinerja
penvelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial adalah tercapainya target yang
sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor & Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sostal di
Dxerah Provinsi dan di Daersh KabupatenKota adalah sebagai benkut :
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. Persemtase (%) penvandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar dan gelandangan pengemis vang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar
panti.

2. Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dacrah
kabupaten/kota.

Dan indikator kinerja Dinas Sosial tersebut diatas maka dapat digambarkan dan
dijelaskan pada tabel berikut ini yang berisika indikator kinerja, satuan, target kinerja
serta definisi operasionalnya ;
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BAB VIl
PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan penvelenggaraan pemerintah kota di bidang sosial,
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. maka penanganan dan pembinaan terhadap
penyvandang masalah sosial sangat diperlukan.

Dinas Sosial Kota Semarang vang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Orgamsasi Perangkat Dasrah Kota Semarang dan kemudian diperiegas dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang adalah merupakan
unsur pelaksana tekms penvelenggaraan pemerintah daerah yang mempunvai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di dacrah

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Semarang vang telah disusun ini
akan menjadi pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bag Dinas Sosial Kota Semarang
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang lima
tahun ke depan vaitu tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Semarang merupakan penjabaran
dari Perubahan Rencana Pembangunaan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kota Semarang
Tahun 2021-2026 sesua dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun
2021-2026 dibuat dengan maksud untuk dapat dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial Kots Semarang setiap tahunnya, schingge diharapkan Dinas Sosial Kota
Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap penvelenggaraan urusan
pemerintahan bidang sosial di Kota Semarang selama lima tahun ke depan (tahun 2021-2026)
dapat Iebih terarah, terfokus dan terpadu, schingga permasalahan di bidang sosial dapat
tertangani dengan batk




